
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANUL! TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANUL) TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSIPENGGANT1ANB1AYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK

DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! TAPANUL! TENGAH,
Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menetapkan Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catalan Sipil
menjadi Retiibusi Daerah Kabupaten, maka untuk pelaksanaannya
dilapangan perlu diatur denganPeraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud dalam hurut a,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya
Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam iingkungan Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyeienggaraan Negara
yang Beraih dan Bebas dari Kornpsu Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Periindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telahdirubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor. 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Panbinaan dan Penan
Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembeigian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kcta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
dan Pemanfeatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULITENGAH

dan
BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRJBUSIPENGGANT1ANB1AYA CETAKKARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

BABI
KETENTUANIJMUM

PasaM
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuart asas Otonomi dan Tugas
Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
PemerintahanDaerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan lembaga
perwakilan rakyat daerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang

melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meiiputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial poiitik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap,

10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, kemanfaatan lainnya yang dapai dinikmati oleh orang
pribadi atau Badan.

12. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
Badan.

13. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah atas pelayanan penyediaan dan atau
pemberian Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Catatan Sipil kepada
Penduduk.

14. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia ataupun Warga
Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Negara Republik Indonesia
dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

c

O
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15. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat dengan KTP, adalah kartu sebagai bukti
(legitimasi) bagi setiap Penduduk dalam wilayah Republik Indonesia.
Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat dengan KK, adalah kartu identitas keluarga yang
memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik
anggota keluarga.
Akta Catalan Sipil adalah akta autentik tentang kelahiran, perkawinan,
kematian, keterangan dan pengesahan, pengakuan dan pengangkatan anak.
Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan
peraturan pemndang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.
Miasa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah
yang bersangkutan.
Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melakii tempat pembayaran
yang dihunjukoleh Bupati.
Surat Ketetapan Retribusi Daerah tebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau
seharusnya tidak terutang.
Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat 3TRD, adalah surat untuk
melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif bempa bunga dan/ atau denda.
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,
dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan o *h Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

16.

17. perceraian,

18.

19.

20.

c 21.

22.

23.

24.

G BAB II
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Golongan Retribusi

Pasal 2
nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan SipilDengan

dipungut retribusi atas setiap pelayanan penerbitan atau pemberian dan/atau penggantian Kartu
Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3
Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meiiputi:

a. Kartu Tanda Penduduk;
b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
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c. Kartu Identitas Kerja;
d. Kartu Penduduk Sementara;
e. Kartu Identitas Penduduk Sementara;
f. Kartu Keluarga; dan
g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Penceraian, Akta

Kematian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta ganti Nama bagi Warga Negara
Indonesia dan Wa^ga Negara Asing.

Pasal 4
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan
sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua
Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 5
Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah
orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan retribusi penggantian biaya cetak kartu
tanda penduduk dan akta catatan sipil.t

Pasal 6
Wajib Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah
orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak kartu tanda
penduduk dan akta catatan sipil menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENETAPAN DAN MUATAN RETRIBUSI

Persyaratan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil

Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan setiap kelahiran berdasa.-kan laporan yang

diterima dari penduduk dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak
tanggal kelahiran.

(2) Kutipan Akta Kelahiran yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimara dimaksud
pada ayat (1) diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.

C

BAB IV
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 8

(1) Besamya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan jumlah Kartu Tanda Pendudk dan
Akta Catatan Sipil yang fiterbrtkan dan/atau diberikan.
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(2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan
jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daenah untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasa! 9

Prinsip dan sasaran dalam oenetapan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan Sipil iianya mempemitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besamya Tarif Retribusi

PasaMO
Struktur dan besamya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
Akta Catatan Sipil berdasarkan objek pengeiolaan, ditetapkan sebagai berikut:
(1) Untuk penggantian biaya cetak KTP:

a. KartuTanda Penduduk WNl
b. Kartu Tanda Penduduk WNA
c. Kartu Keluarga
d. Kartu Keterangan bertempat tinggal ;

e. Kartu Identitas Keija
f. Kartu Penduduk Sementara
g. Kartu Identitas Penduduk Sementara

(2) Biaya pencatatan, penerbrtan,kutipan Akta Catatan Sipil:
a. Akta Keiahiran Anak pertama dan kedua WNl
b. Akta Keiahiran Anak pertama dan kedua WNA
c. Akta Keiahiran Anak kedua dan seterusnya WNl
d. Akta Keiahiran Anak kedua dan seterusnya WNA ....
e. Akta Perkawinan WNl di dalam Kantor
f. Akta Perkawinan WNA di dalam Kantor
g. Akta Perkawinan WNl di luar Kantor
h. Akta Perkawinan WNA di luar Kantor
i. Akta Pengesahan,Pengakuan,danPergangkatan Anak WNl.
j. Akta Pengesahan, Pengakuan, dan Pengangkatan Anak WNA. Rp. 75.000,-

Rp. 50.000,-
Rp. 75.000,- *

Rp. 25.000,-
Rp. 50.000,-

C
Rp. 0,-

.. Rp. 0,-
Rp. 0,-

. Rp. 10.000

. Rp. 5.000,-

. Rp. 10.000,-

. Rp. 10.000,-

Rp. 0,-
Rp. 0,-
Rp. 0,-
Rp. 0,-
Rp. 20.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 35.000,-
Rp. 75.000,-
Rp. 50.000,-

C

k. Akta Perceraian WNI
L. Akta Perceraian WNA
m. Akta Ganti/Perubahan Nama WNl

V

n. Akta Ganti/Perubahan Nama WNA

Bagian Keempat
Masa Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 11

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali.
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(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks haiga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan Peraturan
Bupati.

(4) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan

Pasai 12
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang terutang
dipungut diWilayah Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasai 13
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang
memfcayar, dikenakan i-anksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(4) Fenagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat
Teguran.

(5) Ketentuan iebih lanjut mengenai tata cara peiaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan
Peraturan Bupati.O

Bagian Ketiga
Pemanfaatan

Pasai 14
(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai

Kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai atokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud
padaayat(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasai 15

(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
yang dihunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan
yang jelas.
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(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD
diterbitkan, kecuali jika Wajb Retribusi terterrtu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan
yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan
penagihan Retribusi.

(4)

(5)

Pasal 16
Bupati dalam jangka waktu paling iama 6 (enam) bulan sejak tanggal dan Surat Keberatan
diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk rnemberikan kepastian hukum
bagiWajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan hams diberi keputusan oleh Bupati.
Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima selumhnya atau sebagian,
menotek,ataumenambah besamya Retribusi yang terutang.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak
memtieri suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

(D

(2)

(3)

(4)
(

Pasal 17
(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau selumhnya, kelebihan pembayaran

Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai
dengan diterbitkannya SKRDLB.

(2)

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan

atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 18
Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan
SKRD, STRD, SKRDLB yang daiam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliman penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
pemndang-undangan retribusi daerah.
Bupati dapat
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif bempa bunga, denda, dan

kenaikan retribusi vang terutang menumt peraturan pemndang-undangan retribusi
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau
bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SKRD,STRD, SKRDIJ3 yang tidak benar;
c. mengurangkan atau membatalkan STRD;
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan retribusi yang dilaksanakan atau

diterbitkan tidak sesuaidengan tata cara yang ditentukan;dan
e. mengurangkan ketetapan retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan

membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu objek retribusi.
Ketentuan lebih tenjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

c (1)

(2)

(3)
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BAB VI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan
pengembaiian kepada Bupati.
Bupali dalam jangka waktu paling "ama 12 (dua belas) bulan, sejak diteiimanya permohonan
pengembaiian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams
memberikan keputusan.
Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diteiimanya permohonan
pengembaiian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hams
memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) teiah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembaiian pembayaran
Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB hams diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1(satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
teriebih dahulu utang Retribusi tersebut.
Pengembaiian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak d'lterbitkannya SKRDLB.
Jika pengembaiian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan,
Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembaiian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

BAB VII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20
Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat temtangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi
melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimanadimaksudpada ayat(1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak

langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melrnasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran
dan permohonan keberatan oiehWajib Retribusi.

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

- 9 -



Pasal 21
Piutang' Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diaturdengan Peraturan Bupati.

(D

(2)

(3)

BAB VII!
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22
Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan BelanjaDaerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman lepada Peraturan
Pemerintah No.69Tahun 2010.

(1)

(2)c
(3)

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 23
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang ditekukan sehubungan dengan tindak pidana
RetribusiDaerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,
dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah;

d)

(2)

O (3)
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g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempatpada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas crang, benda,dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret sesecrang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atausaksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidangRetribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan pemndang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat PolisiNegara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-UndangHukum Acara Pidana.
BABX

KETENTUAN PIDANA

C Pasal 24

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangandaerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak3 (tiga) kali Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

Pasal 25
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1),merupakan penerimaan Negara

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan PeraturanDaerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil,sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5(lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 27

Dengan beriakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor 14 Tahun 2007 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan
Bupati.
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Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai beilaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini denganpenempatannya daiam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
Pada tanggal 1 Nopember 2011
BUPAT1 TAPANULI TENGAH
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Diundangixan di Pandan
Pada tanggal1Nopember 2011
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